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PREDIKAT LAPORAN KEUANGAN SULTENG MENURUN

20 SKPD Manipulasi
Laporan Perjalanan Dinas

PALU - Gubernur Sulteng,
Longki Djanggola mengaku
malu atas predikat Wajar Den-
gan Pengecualian (WDP) atas
laporan keuangan Provinsi
Sulteng, pada tahun 2013. Pa-
dahal pada tahun sebelumnya,
laporan keuangan Provinsi
Sulteng mendapat predikat Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP).

Predikat WDP tersebut ter-
tuang dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Badan

Pemeriksaan Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Sulteng
yang diserahkan pada rapat
paripurna di Gedung DPRD
Sulteng, Senin (26/5).

Salah satu penyebab menu-
runkan predikat laporan keuan-
gan tersebut adalah terdapat
sejumlah laporan keuangan
yang tidak memenuhi syarat
pertanggungjawaban, seperti
Rp11,23 miliar dari 20 Satu-
an Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Longki mengatakan,
kesalahan itu berasal dari per-
mainan para SKPD.

“Perkadang adik-adik kita
dibawah ini sering melakukan
kecurangan melalui laporan
perjalanan dinas. Padahal su-
dah berulang kali saya minta
agar jangan diulangi, karena
sebelumnya juga sudah be-
berapa kali ditemuan seperti
ini,” kata Longki.

Ia berjanji akan mengevalu-
asi SKPD-SKPD tersebut.

“Karena ini bukan persoalan
bagaimana mengembalikan
uang negara, tetapi rasa malu
yang diciptakan oleh peny-

impangan yang dilakukan,”
tegasnya.

Dia juga mengakui bahwa ad-
anya penyimpangan itu karena
kelemahan pihaknya dalam
pengawasan administrasi.

Sementara Kepala Per-
wakilan BPK RI Perwakilan
Sulteng, Bayu Sabartha men-
gatakan, kun penyertaan modal
Pemprov sebesar Rp123.94
miliar, termasuk Rp8,78 miliar
kepada PT Pembangunan Sult-
eng tidak sesuai standar akun-
tansi pemerintahan, karena
keterbatasan data yang valid
dari perusahaan tersebut.

“Sebesar Rp55.04 miliar
Aset Tetap yang tidak diketa-
hui keberadaannya, Rp15.40
miliar, tidak disensus, tidak
diketahui lokasi dan luasnya
sebesar Rp22,41 miliar,” jelas
Bayu Subartha.

Atas hasil yang dikeluarkan,
auditor utama (Troma) Keuan-
gan Negara meminta DPRD
mendorong tindak lanjut hasil
pemeriksaan agar tidak terjadi
permasalahan yang signifikan
pada tahun berikutnya.

Dari hasil pemeriksaan BPK,
tujuh kabupaten/kota. di Sult-
eng juga mendapat opini WDP.
Tujuh daerah tersebut adalah
Kota Palu, Poso, Morowali, Parigi
Moutong, Tolitoli dan Buol.

Menurut Bayu Sabartha, |
opini WDP tujuh daerah
tersebut karena masih ada
beberapa permasalahan sig-
nifikan sehingga mempenga-
ruhi penyajian LKPH Tahun
2013. (RIFAYIYAMIN)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




